
 

 
 
 
 
 
 

A. Kesimpulan 

BAB III 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) merupakan kumpulan dari 

sebuah sistem komputer. Saat ini kecerdasan buatan belum diakui 

sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Kecerdasan buatan 

berpotensi untuk dianggap sebagai subyek hukum dalam hukum pidana 

oleh karena kecerdasan buatan merupakan sebuah identitas baru sebagai 

hasil dari teknologi. Adanya tindak pidana yang menimbulkan korban, 

disebabkan oleh bekerjanya kecerdasan buatan menjadi urgensi 

pengawasan kecerdasan buatan sebagai subyek hukum pidana, berkaitan 

pula dengan pertanggungjawaban pidananya. 

2. Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap kecerdasan buatan tidak 

dapat dipersamakan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap 

orang. Terjadinya tindak pidana akibat bekerjanya kecerdasan buatan 

mengandung unsur actus reus, akan tetapi sulit untuk menentukan mens 

rea. Konsep pertanggungjawaban pidana kecerdasan buatan lebih cocok 

mengadopsi dari teori pertanggungjawaban pengganti (Vicarious 

Liability Theory) pada pertanggungjawaban korporasi. Spesifiknya 

pihak yang bertanggungjawab atas kesalahan dari kecerdasan buatan 
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adalah pembuat atau pengguna kecerdasan buatan, dimana penentuan 

pertanggungjawaban pidananya ditinjaui dari kasus yang dihadapi. 

B. Saran 
 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan 

saran kepada Lembaga Legislatif (pembuat Undang-Undang). Dimana DPR 

dan Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuat aturan 

perundang-undangan terkait dengan kedudukan kecerdasan buatan dalam 

hukum nasional, dan membuat aturan-aturan terkait dengan 

pertanggungjawaban pidana kecerdasan buatan ketika terjadi tindak pidana 

yang disebabkan oleh kecerdasan buatan. 
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